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ABSTRAK 

Dalam Perkembangan zaman saat ini banyak sekali keluarnya dampak negatif yang bermacam- 

macam. Seperti pergaulan liar sehingga banyak menimbulkan kehamilan anak yang di luar nikah. 

dan adapula yang sudah nikah secara siri seperti halnya perselingkuhan lalu mempunyai keturunan 

dari pernikahan tersebut. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui perlindungan hukum dan 

hak keperdataan anak hasil perkawinan siri dalam pembagian ahli waris di Bangkalan. Penelitian 

ini menggunakan metode secara kualitatif. Tidak hanya itu pula dicoba pendekatan secara 

komparatif sehingga dapat menciptakan perbandingan hukum waris Bangkalan antara hukum 

Islam serta hukum perdata. Tehnik pengumpulan datanya melalui cara observasi, wawancara. 

Sehinggan ditemukanlah rumusun masalah dalam penelitian ini. Bagaimanakah perlindungan 

hukum pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum perdata dan 

hukum Islam di Bangkalan dan bagaimanakah hak keperdataan pembagian ahli waris terhadap 

anak hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di Bangkalan. Karena 

anak siri juga mempunyai hak dalam mendapatkan harta waris seperti anak sah, hanya saja ada 

beberapa yang menjadi faktor pembeda yaitu perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara sah di 

mata hukum sehingga anak tersebut tidak memiliki identitas seperti anak sah, kecuali jika orang 

tuanya telah melakukan istbat nikah ataupun melakukan pembuktian bahwa anak tersebut anaknya 

supaya anak tersebut dapat memiliki identitas seperti anak sah, berbeda dengan hukum islam anak 

siri sama seperti anak sah karena pekawinan orang tuanya sudah sah secara agama. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum,Waris, Perkawinan Siri. 

 

ABSTRACT 

In today's development, there are many various negative impacts. Such as promiscuity, which often 

results in pregnancies of children outside of wedlock. and there are also those who have had 

unregistered marriages, such as adultery, and then have children from that marriage. This 

research was conducted in order to find out the legal protection and civil rights of children 

resulting from unregistered marriages in the distribution of heirs in Bangkalan. This research uses 

qualitative methods. Not only that, a comparative approach was also tried so as to create a 

comparison of Bangkalan inheritance law between Islamic law and civil law. The data collection 

technique is through observation and interviews. So the problem formulation was found in this 

research. What is the legal protection for the division of heirs towards children resulting from 

unregistered marriages in terms of civil law and Islamic law in Bangkalan and what are the civil 

rights for the distribution of heirs towards children resulting from unregistered marriages in terms 

of civil law and Islamic law in Bangkalan. Because siri children also have the right to inherit 

property like legitimate children, it's just that there are several differentiating factors, namely the 

marriage of their parents is not legally registered in the eyes of the law so the child does not have 

an identity like a legitimate child, unless the parents have performed istbat. getting married or 

proving that the child is his child so that the child can have an identity like a legitimate child, 

which is different from Islamic law. Siri children are the same as legitimate children because their 

parents' marriage is religiously legal. 

Keywords: Legal Protection, Inheritance, Unregistered Marriag. 
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PENDAHULUAN 

Pada zaman yang perkembangannya sangat pesat ini, banyak sekali timbulnya 

dampak yang memicu pada remaja, dari timbulnya dampak tersebut menimbulkan sisi 

buruk yaitu pergaulan liar, yang melanggar hukum norma karena banyak sekali dilakukan 

remaja akibat kurangnya pengawasan dari orang tua. Dampak buruk dari pergaulan liar 

kebanyakan orang melakukan pernikahan secara siri agar dapat terhindar dari perbuatan 

zina meskipun merasa sudah nikah siri menurut agama anak tersebut tetap dikatakan anak 

tidak tercatat karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan di hadapan hukum dan 

hanya sahnya secara agama dan sosial saja, mayoritas perkawinan siri banyak sekali 

dilakukan oleh seseorang dengan selingkuhan/hubungan gelapnya karena mereka takut 

ketahuan oleh istri sah maupun suami sahnya sehingga mereka dengan kekehnya 

melakukan perkawinan siri terdahulu. 

Pencatatan perkawinan yang di lakukan oleh Pegawai pencatatan nikah PPN yang di 

tetapkan oleh menteri agama dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengatur 

bahwa perkawinan harus dicatat agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat 

tercatat secara resmi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur 

tentang perkawinan dan menyatakan bahwa menurut adat Islam, perkawinan merupakan 

ikatan yang sangat kuat atau mitssaqah ghalidzan, yaitu ikatan yang sangat kuat untuk 

menaati perintah Allah. Menaati perintah Allah dianggap sebagai dua ibadah. Namun, 

tidak demikian halnya di Indonesia, dimana masyarakatnya masih memiliki angka 

perkawinan yang tidak tercatat sangat tingi meskipun dalam perkawinan di katakan sah 

jika mengikuti aturan masing-masing agama dan sistem kepercayaan dan bahwa semua 

perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sisi lain, perkawinan 

yang tidak dicatat tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah dan dilaksanakan tanpa 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan 

dianggap tidak resmi berdasarkan pasal-pasal yang relevan karena tidak mematuhi 

prosedur pemerintah. Anak yang lahir dari perkawinan gelap dapat menjadi anak sah atau 

anak luar nikah, tergantung pada UU Perkawinan dan KHI. Mengingat perkawinan kedua 

orang tuanya tidak diakui sebagai anak sah menurut peraturan perundang-undangan, maka 

anak yang lahir secara gelap dapat dianggap sebagai anak luar nikah dan anak tidak sah. 

Adanya persetujuan dari dewan perwakilan rakyat DPR mengenai undang-undang 

tentang perlindungan anak maka setiap anak seharusnya merasa aman dan tenteram 

dengan hal ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam 

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, orang 

tua yang membesarkan dan mengasuhnya." Gultom (2018) menegaskan bahwa anak 

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan merupakan amanah serta 

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai generasi penerus bangsa yang berlandaskan 

pada prinsip luhur dan calon pemimpin bangsa, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh 

dan berkembang secara wajar di segala aspek, baik rohani, jasmani, maupun sosial. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang 

anak sampai dengan usia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Sesuai dengan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan 

yang sah, yaitu perkawinan yang dilakukan atas dasar iman dan kepercayaan, juga harus 

dicatat. Penjelasan ini menunjukkan dengan jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak 

mendefinisikan istilah seperti "perkawinan siri" atau istilah sejenisnya, dan tidak ada 

peraturan yang secara tegas mengaturnya. 

Perkawinannya yang tidak di ketahui oleh masyarakat timbullah pemikirin buruk 

mengenai anak yang di lahirkan dari perkawinan siri tersebut, tidak sedikit masyarakat 
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akan menggosipi orang tua dari anak itu karena didalam hidup mesti tidak akan terhindar 

dari perkataan orang, bagi masyarakat jika ada anak yang lahir dari perkawinan siri itu 

akibat dari pergaulan liar, yang dilakukan orang tuanya sehingga mengakibatkan 

kehamilan di luar nikah yang harus memaksakan mereka untuk melakukan pernikahan 

secara siri. Di dalam pembagian harta waris untuk anak hasil perkawinan siri masih 

banyak masyarakat tidak paham mengenai berhak atau tidaknya menerima harta warisan 

orang tuanya, akibat kurangnya pemahaman orang tua harta waris miliknya di jatuhkan 

pada anak tersebut, tanpa memikirkan ke yang lain, karena menurut mereka anak siri dari 

perkawinan siri itu yang berhak menerimanya, sedangkandi mata hukum anak itu 

mempunyai kekuasaan yang lemah karena tidak memiliki identitas seperti akta kelahiran. 

Rusydi (2019) Anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarganya tetapi tidak ada hubungan dengan ayah sehingga anak tidak dapat menuntut 

hak-haknya sebagai anak, seperti biaya hidup, pendidikan, penghidupan, dan warisan. Lalu 

bagaimana hubungan keperdataan antara anak dengan bapaknya serta keluarga bapaknya 

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak dapat diwarisi harta orang dari bapaknya. 

Apabila sudah ada pembuktian dari Putusan Mahkamah Konstitusi maka akan ada 

kepastian dan juga akan adanya perlindungan hukum suatu keadilan sehingga anak 

tersebut dapat mempunyai kedudukan dan dapat menerima hak- haknya sebagai Anak dari 

ayah tersebut. 

Persetujuan yang di tetapkan oleh dewan perwakilan rakyat DPR yang mengenai 

undan-undang perkawinan, yang di jelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

untuk mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menimbulkan sejumlah pertanyaan, beberapa di antaranya patut untuk 

diperhatikan. 

1. Untuk memberikan keabsahan terhadap seorang anak dan ayah kandungnya, 

khususnya yang dulunya merupakan ayah biologisnya. 

2. Memberikan perlindungan terhadap hak anak dari ayah, keluarganya, serta lingkungan 

sekitarnya. 

3. Memberikan perilaku yang sama untuk seluruh anak yang dilahirkan, walaupun 

pernikahan ayah ibunya tidak dicatatkan. 

4. perlindungi untuk pewaris anak dari ayahnya. 

5. Penjaminan kedepannya untuk anak. 

6. Penjaminan atas perawatan, pemeliharaan, pendidikan, serta biaya hidup yang layak, 

dan perlindungan dari ayahnya. 

7. Memberikan kejelasan hukum jika ayah mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Karena mereka tidak bisa menjauhi kewajiban ini. 

Hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya, dapat berasal 

dari hubungan darah. Kewajiban ini dapat berupa : 

a. Ikatan nasab. 

b. Ikatan mahram. 

c. Ikatan hak dan kewajiban. 

d. Hubungan pewarisan( saling mewarisi), yaitu ikatan keturunan kala keduanya 

masih hidup. 

e. Wali nikah. 

Sedangkan menurut Riyanto (2023), bahwa perkawinan siri itu sah secara agama dan 

anak yang dilahirkanpun sah, karena kedua orang tuanya sudah melakukan pernikahan 

secara agama meskipun bukan secara hukum jadi anak juga di katakan anak sah menurut 

hukum Islam. Seorang anak berhak memiliki identitas akte kelahiran, tetapi nanti di dalam 
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akte kelahiran tersebut hanya mencantumkan nama ibunya saja. 

Sebagaimana dianjurkan menikah untuk beribadah. Sebagaimana yang disebutkan 

dalam Al-Quran Surat An- Nur ayat 32. Firman Allah SWT : 
ى ٱ وَأنَكِحُوا۟   َ ََ يَمَ  َ ََ ََ صَلِحِينَ۟ٱوَ۟ أم مِنكُ۟ ألْ  ۟ۗۦأضلِهِ۟ فَ۟ مِن للَ۟ ٱ أغنهِِمُ۟ يُ۟ فقَُرَاءَٓ۟ يكَُونوُا۟  إِن ۟ۚأم وَإمَِائٓكُِ۟ أم عِبَادِكُ۟ أن مِ۟ لَ 

م۟ عَلِي ع وَسَِ۟۟۟ لَل۟ ٱوَ۟  

Artinya: "Maka kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang 

yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. 

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." 

Perkawinan siri itu sah tetapi berdosa apabila di sengaja tidak mencatatkan di KUA 

dan juga tidak taat pada ulil amri , setiap uli amri wajib untuk mencatatkan perkawinan di 

KUA . Dimana Allah SWT berfirman : 

ََ۟ أولِي وَأُ۟ الرَسُولَ۟ وَأطَِيعوُاأ هالل۟  أطَِيعوُاأ آمَنوُاأ الَذِينَ۟ أيَ هَا يَا أم مِنكُ۟ أمرِ۟ الْ  

Yang۟artinya۟:۟“۟wahai۟orang۟yang۟beriman,۟taatilah۟Allah۟dan۟Taatilah۟Rasul۟(nya۟)۟

dan۟ulil۟amil۟antara۟kamu”۟(۟QS.۟An۟Nisa:۟59). 

 Menurut Rofiq (2000), perkawinan merupakan akad yang kuat dalam hukum Islam, 

atau mitsaqan ghalizan, di mana memenuhi perintah Allah SWT merupakan ibadah. Selain 

sebagai akad hukum yang baku, perkawinan merupakan tindakan yang sakral. 

Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 21 Q.S. An-Nisa (4) : 

ىأَ۟ أد وَقَ۟ ۥتأَأخُذوُنَهُ۟ أيفَ۟ وَكَ۟  َ ََ ى أم بعَأضُكُ۟ فأضَ  َ ََ ۟ بَ۟ إِلَ ثقًَا مِنكُم أذنَ۟ وَأخََ۟ أعض  غَلِيظًا هِميَ   

Artinya : "Dan ketika Anda telah memiliki momen pribadi bersama, bagaimana 

Anda dapat mengambilnya kembali? (sebagai suami dan istri). Dan Anda telah 

menyerahkan komitmen yang kuat (hubungan pernikahan) kepada mereka (istri Anda). 

Adapun Istilah dalam nikah siri juga ditemukan dalan atsar sahabat Umar bin 

Khattab. Atsar dalam haditsnya meriwayatkan oleh Imam Malik berikut ini: 

بيَأرِ۟ أبَِي أن عَ۟ مَالِك أن عَ۟ حَدثَنَِي و ََ۟ هِ۟عَليَأ أد۟ أشهَ۟ يَ۟ أم لَ۟ بنِكَِاح ۟ أتُِيَ۟ ألخَطَابِ۟ ا أبنَ۟ عُمَرَ۟ أنََ۟ هيِ۟ ألمَكِه ا الز   وَا ل رَجُ۟ إِل 

ََ۟ هِر السِه نكَِاحُ۟ هَذاَ فقََالَ۟ أمرَأةَ أمتُ۟ لَرَجَ۟ فِيهِ۟ أمتُ۟ تقََدَ۟ أنتُ۟ كُ۟ أو وَلَ۟ أجُِيزُهُ۟ وَل   

Yang۟artinya:۟“Malik۟dari۟[Abu۟Az۟Zubair۟Al۟Maki]۟menceritakan۟kepadaku,۟bahwa۟

suatu ketika ada sebuah pernikahan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang 

perempuan,۟ lalu۟ Umar۟ bin۟ Khattab۟ berkata,۟ ‘Ini۟ adalah۟ nikah۟ siri,۟ aku۟ tidak۟

mengizinkannya. 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan siri mempunyai kedudukan 

hukum menurut hukum Islam, terbukti dengan keadaan di Indonesia. Apabila memenuhi 

syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam dalam perkawinan, antara lain kehadiran 

wali, kehadiran dua orang saksi, kedua mempelai, dan akad qobul. 

Apabila dari perkawinan siri tersebut melahirkan seorang anak, maka dalam hal 

warisan Islam sudah jelas dan terperinci mengenai pembagian waris pada ahli waris pasca 

wafatnya pewaris. Hal ini tercantum dalam Al-Qur’an۟Surah۟AnNisa’۟Ayat۟11: 

۟ هالل۟  يوُۡصِيۡكُمُ۟  َ َۡ كُمۡ۟ فِىۡ َِ ثيَيَۡنِ۟ هظ ِ۟حَ۟ مِثۡلُ۟ لِلذكََرِ۟ ۟ۖاوَۡلَد  َۡ َُ اثۡنَتيَۡنِ۟ فوَۡقَ۟ نسَِاءًٓ۟ كُنَ۟ نۡ۟فَاِ۟ ۟ۚالۡن   

ََ۟ النهِصۡفُ۟  فَلهََا وَاحِدةًَ۟ كَانتَۡ۟ وَاِنۡ۟ ۟ۚترََكَ۟ مَا ثلُثُاَ فَلهَُنَ۟ ََ  فَاِنۡ۟ ۟ۚوَلَد لَه۟  كَانَ۟ اِنۡ۟ ترََكَ۟ مِمَا الس دسُُ۟ هِمنۡهُمَا وَاحِد۟  هِل لِكُ۟ بوََيۡهِ۟ وَلِِّ

۟ وَلَد لَه۟  يكَُنۡ۟ لَمۡ۟  َ َۡ وهُ۟ وَوَرِثهَ   َ ََ َُ۟فَ۟ ابََ َِ ۟ كَانَ۟ فَاِنۡ۟ الث لثُُ۟  هِمهِ۟ لِ  َ َۡ َُ۟ اِخۡوَة لَه  َِ ۟ الس دسُُ۟ هِمهِ۟ فَلِ  َ َۡ  وَصِيَة۟  بعَۡدِ۟ مِنۡ

ََ۟ ۟ۚوَابَۡنَاؤُٓكُمۡ۟ ابَاؤُٓكُمَۡ۟۟۟ ديَۡن ۟  اوَۡ۟ بهَِاۡ۟  ي وۡصِىۡ۟ عَلِيۡمً۟ كَانَ۟ هالل۟  اِنَ۟ هاللِِّ۟  هِمنَ۟ فَرِيۡضَةً۟ نفَۡعًا۟  لَـكُمۡ۟ اقَۡرَبُ۟ ايَ هُمۡ۟ تدَۡرُوۡنَ۟ ل   

Yang۟Artinya:۟“Allah۟mensyariatkan۟kepadamu۟mengenai۟pembagian۟warisan۟untuk۟

anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka 

bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua 

ibu- bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
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meninggal memiliki anak. Jika dia yang meninggal tidak memiliki anak maka dia diwarisi 

oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian di atas 

setelah wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui,۟Mahabijaksana.” 

Karena anak juga berhak mendapatkan hak mengenai pembagian harta warisnya 

antara anak laki laki dan juga perempuan memiliki bagian mengenai pembagian harta 

waris۟seperti۟yang۟di۟jelaskan۟menurut۟surat۟AnNisa’۟ayat۟7۟yaitu۟: 

وَلِداَنِ۟ ٱ ترََكَ۟ هِممَا ب نَصِي هِرجَالِ۟ لِهل ََ۟ ٱوَ۟ ألَ  وَلِداَنِ۟ ٱ ترََكَ۟ هِممَا ب نَصِي وَلِلنهِسَاءِٓ۟ أقرَبوُنَ۟ ألْ ََ۟ ٱوَ۟ ألَ   مِمَا أقرَبوُنَ۟ ألْ

مَفأرُوضًا نَصِيبًا ۟ۚكَثرَُ۟ أو أَ۟ أنهُ۟ مِ۟ قَلَ۟  

Artinya:“Laki-laki berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua dan 

juga saudaranya, dan perempuan berhak mendapat bagian (juga) dari harta peninggalan 

orang tua dan juga saudaranya, sedikit ataupun banyak sesuai porsi yang sudah 

disediakan.”۟(QS.۟An-Nisa/4:7). 

Ayat ini menyimpulkan setiap anak memiliki hak dalam menuntut hak ahli warisnya 

dan telah ditentukan besarnya harta yang diwariskan kepadanya. 

Penelitian ini sangat diperlukan sekali karena melihat kurangnya pemahaman 

masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemahaman yang secara mendalam untuk 

mengetahui lebih luas cara pandang dalam perlindungan hukum bagi anak siri dan 

pembagian harta waris untuk anak siri, karena guna agar anak tersebut juga memperoleh 

haknya dan untuk melindungi setiap anak yang di lahirkan dan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya wanita dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri 

tersembut 

Maka dari itu penelitian ini adanya suatu perbaruan yang terdapat dalam kajian 

hukum dalam penelitian lainnya, yang dimana penelitian ini mebahasa mengenai 

Perlindungan Hukum pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau 

dari huku perdata dan hukum Islam di Bangkalan dan juga hak keperdatan pembagian ahli 

waris terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di 

Bangkalan. Tentunya penulis juga berharap agar penelitian ini mendapatkan hasil yang 

lebih ditail dan matang agar mudah di pahami. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana 

penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian hukum dengan menggunakan 

metode penelitian kepustakaan, khususnya hanya menggunakan bahan-bahan sekunder. 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu penelitian hukum 

komparatif yang dilakukan dengan membandingkan hukum perdata dan hukum Islam 

terkait dengan pembagian ahli waris anak, termasuk data terdokumentasi yang disajikan 

secara lisan. maupun numerik. 

Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang berisi gambaran 

umum suatu obyek penelitian pada pendekatan yuridis normatif ,seperti: Pembagian ahli 

waris yang terlahir dari anak perkawinan siri, dampak dari perkawinan siri, solusi agar 

anak siri dapat menerima harta waris dari orang tuanya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perlindungan hukum pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri 

ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di Bangkalan. 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa 

anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat 

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi 

penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu 

mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. UU No. 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berkaitan 

dengan perlindungan hukum anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan 

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 

yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Dalam Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyatakan۟ bahwa۟ “Negara۟ dan۟ pemerintah۟ berkewajiban۟ dan۟ bertanggung۟ jawab۟

menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran 

anak,۟dan۟kondisi۟fisik۟dan/atau۟mental”.۟Perlindungan۟anak۟terkait۟erat۟dengan۟lima۟pilar۟

yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. 

Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. 

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap 

hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya 

menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat 

bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. 

Anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. 

Dengan demikian, anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak 

diluar pernikahan. Karena statusnya merupakan anak diluar pernikahan, anak tersebut 

hanya mempunyai hubungan dengan sang ibu dan keluarga ibunya. Pada akta 

kelahirannya hanya akan tertera nama ibunya. Adapun jika ingin memasukkan nama ayah 

ke dalam akta, harus melalui proses panjang seperti tes DNA dan lain-lain untuk 

membuktikan bahwa anak dan ayah benar-benar memiliki hubungan biologis. Kemudian, 

apabila kelak ayah meninggal dunia, anak tidak berhak menerima warisan apapun dari 

ayah, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, 

menurut Pasal 863 KUHPerdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya 

(setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum), maka ia hanya berhak 

mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang sah. 

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 

memperjelas status hukum anak siri mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 

keluarga ibu. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perdata. 

sistem kekerabatan. sistem. diantaranya : hubungan keperdataan dengan keluarga ayah, 
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anak tersebut mendapat warisan dari ayah kandungnya setelah dibuktikan. Putusan 

Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian. keadilan dan perlindungan hukum terhadap 

status, status dan hak. Dan berdasarkan putusan ini dapat melindungi kedudukan anak siri 

yang setara dengan anak sah, yang dikemukakan oleh (Olivia, 2019). Dalam perlindungan 

hukum anak yang lahir dari perkawinan siri juga dapat melakukan upacara Istbat nikah 

orang tuanya, sedangkan yang dimaksud dengan istbat nikah yaitu pengesahan perkawinan 

orang tua yang di lakukan di pengadilan agama, setalah perkawinan tersebut sudah di 

sahkan di pengadilan agama nantinya anak siri itu dapat di katakan anak sah dan juga 

dapat menuntut warisan dari ayahnya. 

Dalam hal pembagian warisan juga akan terdapat perbedaan antara hak anak sah 

dengan hak anak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum selain pengakuan orang tua 

yang mengakuinya. Sebab anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hak-hak 

yang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang 

dilahirkannya. Sehingga akan timbulnya perdebatan karena di lahirkan dari perkawinan 

siri juga di sebut anak sah berbeda dengan anak luar kawin maka dari itu anak siri dapat 

menerima harta waris dari ayahnya apabila ayahnya mau mengakui anak tersebut, dan kita 

sebagai orang tua harus bisa menyelesaikan bagaimana baiknya untuk anak tersebut agar 

nantinya. Anak tersebut dalam hal kewarisan agar lebih dipermudah dalam pembagiannya. 

Perlindungan hukum juga menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dengan 

perlindungan itu, ahli waris yang tidak hadir dalam jangka waktu pembagian yang 

ditentukan dalam Pasal 463 KUH Perdata, tetap dapat menjadi ahli waris dengan haknya 

dan kemudian mendapat jaminan hukum. 

Menurut Ramulyo (1996), salah satu kewajiban ahli waris terhadap ahli waris yang 

lain menurut KUHP( BW) merupakan pembagian harta peninggalan bagi hukum perdata. 

Warisan ialah pewarisan harta peninggalan dari ahli waris kepada ahli warisnya. 

Meninggalnya pewaris akan menyebabkan terbentuknya yang baru. Secara umum, ahli 

waris memiliki kewajiban mengenai warisannya bersumber pada perintah hukum perdata. 

secara khusus sebagai berikut: 

a. Carilah strategi distribusi yang mematuhi pedoman serta sebagainya. 

b. Bila pakar waris meninggalkan hutang, hingga lunasilah. 

c. Bila terdapat keinginan, laksanakan. Banyak pakar waris yang berhak menerima. 

Tugasnya antara lain: 

a. Memberitahu kepada panitera majelis hukum negara, terdapatnya sesuatu harta 

peninggalan dalam jangka waktu 4 bulan sehabis dia melaporkan wasiatnya. 

b. Jalani seluruh upaya buat mengelola peninggalan. 

Ambil aksi kilat buat menuntaskan permasalahan peninggalan 

c. Memohon pertanggung jawaban seluruh penagih utang . 

Dalam pembagian harta waris, sebagaimana tampak dalam hukum perdata dan 

Islam, tidak jauh berbeda dengan pembagian hukum. Namun pembagiannya ke depan akan 

berbeda dalam hal siapa yang berhak menerima warisan, yakni kelompok yang 

mempunyai saudara atau kerabat. derajat, mereka yang derajatnya lebih dekat dengan ahli 

waris, misalnya mempunyai anak maka akan mewarisi seluruh harta warisan tanpa 

memperhitungkan kepentingan ahli waris yang lain, dan hal ini juga berlaku bagi orang 

tua golongan II. 

Adapun Perlindungan hukum untuk anak terhadap perkawinan siri Pengakuan Anak 

di Pengadilan Negeri belum dapat dilakukan di Pengadilan Agama, karena hukum Islam 

belum mengatur mengenai pengakuan anak. harapannya perlu adanya penelitian dilakukan 

terkait pengakuan anak agar pengakuan Anak akibat perkawinan siri dapat dilakukan di 
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Pengadilan Agama, mengingat Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi 

rukun dan syarat perkawinan hanya saja tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. 

Pembagian harta waris yang di hibahkan dan diwasiatkan oleh ayahnya sebelum 

meninggal۟ bagiannya۟ yaitu۟ ⅓۟ dari۟ harta۟ warisannya۟ sesuai۟ pasal۟ 210۟ KHI,۟ jika۟ orang۟

tuanya sudah melakukan isbat nikah maka pembagiannya menurut KHUP perdata yaitu ½ 

ntuk anak sah, jika meninggal۟dua۟anak۟maka۟pembagiannya۟⅔۟dan۟apabila۟meninggalkan۟

tiga۟ anak۟ maka۟ pembagiannya۟ yaitu۟ ⅔.۟ Perlindungan۟ perkawinan۟ siri۟ menurut۟ hukum۟

islam seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, di karenakan orang tuanya sudah 

melakukan perkawinan secara sah. Di dalam hukum waris yang tinjau dari hukum waris 

islam dimana anak siri juga mempunyai kedudukan yang sangat penting terkait tentang 

pewarisan, tetapi kebanyakan orang dari sebagian hartanya tidak terselesaikan secara baik 

pembagiannya sehingga timbullah konflik yang akan memicu pada keluarga dan pewaris, 

hukum Islam mempunyai perbedaan dari hukum perdata, yang diatur dalam KUH Perdata 

Pasal 833, selaku ahli waris bertanggung jawab buat melunasi kewajiban serta piutangnya 

di samping menerima segala harta peninggalan. 

Adapun ada beberapa biaya yang harus ditanggung dari saat meninggal sampai 

dengan proses penguburannya serta biaya lainnya seperti memandikan, mengkafani dan 

yang mengusungnya dan biaya juga harus setera tidak kurang dan tidak lebih. Seperti yang 

di jelaskan kewajiban Yang dimaksud dengan utang di dalmnya juga terdapat hal yang 

harus di penuhi kewajibannya terhadap Allah, salah satunya yaitu pembayaran kafarah, 

zakat, dan tanggungan utang jika ada sesama manusianya. 

Sudut pandang juga ada yang di kemukakan oleh Rofiq (2000), mengemukakan 

bahwa ahli waris menurut hukum Islam, memiliki kewajiban sebagai berikut yakni 

kewajiban ahli waris terhadap ahli waris yang lain: 

1. Selesaikan sampai jenazah terkubur sepenuhnya. 

2. Menanggulangi penyembuhan serta perawatan, tercantum tanggung jawab ahli waris 

serta penagihan utang, guna melunasi piutang ataupun utang. 

3. Penuhi kemauan pewaris. 

4. Pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang sah. 

Landasan hukum waris Ashabah adalah hukum waris Islam yang terdapat dalam Al-

Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pedoman ini menentukan bagaimana harta 

warisan seseorang harus dibagi di antara ahli warisnya setelah mereka meninggal. 

Pasangan, istri, anak, orang tua, dan kerabat orang yang meninggal sering kali dianggap 

sebagai ahli waris Ashabah. Tergantung pada hubungan mereka dengan orang yang 

meninggal dan prinsip hukum waris Islam, bagian warisan masing-masing ahli waris 

mungkin berbeda-beda. 

Dan apabila dari perkawinan siri tersebut melahirkan seorang anak maka dalam hal 

warisan Islam, di jelaskan dengan jelas dan juga rinci tentang bagaimana pembagian waris 

pada ahli waris pasca wafatnya pewaris. Salah satunya dalam ahli waris yaitu anak. Hal ini 

tercantum dalam Al-Qur’an۟Surah۟AnNisa’۟Ayat۟11: 

۟ هالل۟  يوُۡصِيۡكُمُ۟  َ َۡ كُمۡ۟ فِىۡ َِ ثيَيَۡنِ۟ هظ ِ۟حَ۟ مِثۡلُ۟ لِلذكََرِ۟ ۟ۖاوَۡلَد  َۡ َُ اثۡنَتيَۡنِ۟ فوَۡقَ۟ نسَِاءًٓ۟ كُنَ۟ فَاِنۡ۟ ۟ۚالۡن   

ََ۟ النهِصۡفُ۟  فَلهََا وَاحِدةًَ۟ كَانتَۡ۟ وَاِنۡ۟ ۟ۚترََكَ۟ مَا ثلُثُاَ فَلهَُنَ۟ ََ  فَاِنۡ۟ ۟ۚوَلَد لَه۟  كَانَ۟ اِنۡ۟ ترََكَ۟ مِمَا الس دسُُ۟ هِمنۡهُمَا وَاحِد۟  هِل لِكُ۟ يۡهِ۟بوََ۟ وَلِِّ

۟ وَلَد لَه۟  يكَُنۡ۟ لَمۡ۟  َ َۡ وهُ۟ وَوَرِثهَ   َ ََ َُ۟ ابََ َِ ۟ كَانَ۟ فَاِنۡ۟ الث لثُُ۟  هِمهِ۟ فَلِ  َ َۡ َُ۟ اِخۡوَة لَه  َِ ۟ الس دسُُ۟ هِمهِ۟ فَلِ  َ َۡ  وَصِيَة۟  بعَۡدِ۟ مِنۡ

ََ۟ ۟ۚوَابَۡنَاؤُٓكُمۡ۟ ابَاؤُٓكُمَۡ۟۟۟ يۡن ۟ دَ۟ اوَۡ۟ بهَِاۡ۟  ي وۡصِىۡ۟ عَلِيۡمً۟ كَانَ۟ هالل۟  اِنَ۟ هاللِِّ۟  هِمنَ۟ فَرِيۡضَةً۟ نفَۡعًا۟  لَـكُمۡ۟ اقَۡرَبُ۟ ايَ هُمۡ۟ تدَۡرُوۡنَ۟ ل   

Yang۟Artinya:۟“Allah۟mensyariatkan۟kepadamu۟mengenai۟pembagian۟warisan۟untuk۟

anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. jika anak itu semuanya perempuan maka bagian mereka dua pertiga. Jika dia 

(anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang 
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ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal memiliki anak. Jika dia yang meninggal tidak 

memiliki anak maka dia diwarisi kepada kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. Pembagian di atas setelah wasiat yang dibuatnya atau setelah 

dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 

siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 

Sungguh,۟Allah۟Maha۟Mengetahui,۟Mahabijaksana.” 

Karena dari hal ini anak juga mendapatkan hak mengenai pembagian harta warisnya, 

karena anak laki laki dan juga perempuan memiliki bagian mengenai pembagian harta 

waris seperti yang di jelaskan menurut۟surat۟AnNisa’۟ayat۟7۟yaitu۟: 

وَلِداَنِ۟ ٱ ترََكَ۟ هِممَا ب نَصِي هِرجَالِ۟ لِهل ََ۟ ٱوَ۟ ألَ  وَلِداَنِ۟ ٱ ترََكَ۟ هِممَا ب نَصِي وَلِلنهِسَاءِٓ۟ أقرَبوُنَ۟ ألْ ََ۟ ٱوَ۟ ألَ   مِمَا أقرَبوُنَ۟ ألْ

مَفأرُوضًا نَصِيبًا ۟ۚكَثرَُ۟ أو أَ۟ أنهُ۟ مِ۟ قَلَ۟  

Artinya:“Laki-laki berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua dan 

juga saudaranya, dan perempuan berhak mendapat bagian (juga) dari harta peninggalan 

orang tua dan juga saudaranya, sedikit ataupun banyak sesuai porsi yang sudah 

disediakan.”۟(QS.۟An-Nisa/4:7). 

2. Hak keperdatan pembagian ahli waris terhadap anak hasil perkawinan siri 

ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam di Bangkalan. 

Setiap anak memiliki hak keperdataan yang berhubungan dengan kedua orang 

tuanya, hak anak merupakan tanggung jawab dari orang tua yang terikat dalam 

perkawinan yang sah. Adapun anak yang terlahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan 

yang sah, maka anak tersebut dinamakan anak siri. Merujuk pada undang undang nomer 1 

tahun 1974 pasl 42 perihal anak sah, menerangkan anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Adapun definisi anak sah di dalam K.U.H.Perdata 

tercantum pada pasal 250 bahwa anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang 

perkawinan di sebut anak siri, Menurut Hukum Islam. Anak tersebut tidak mendapatkan 

pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga tidak ada hak nasab dan waris. Adapun nafkah 

dari ayahnya, pendapat yang diterima adalah ia berhak mendapatkan nafkah dari ayah 

biologisnya۟ secukupnya۟ sampai۟ dewasa۟ sebagai۟ hukuman۟ ta’zir۟ bagi۟ ayahnya.۟ Adanya۟

persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir tanpa adanya hubungan yang sah dalam 

pandangan hukum menjadi sebuah hal yang sensitif, seperti tidak jelasnya hubungan 

antara anak dengan orangtuanya dan hubungan anak dengan keluarga, sedangkan anak 

sudah jelas berhak mendapatkan hak keperdataan. Persoalan ini menjadi aib bagi keluarga. 

Namun demikian, banyaknya di kalangan remaja yang masih melakukan perbuatan 

hubungan yang tidak sah sehingga menjadi problemmatika oleh karena itu hukum harus 

memberikan respon terhadap problematika yang sedang dihadapi masyarakat sebagai 

bentuk memberikan kepastian hukum serta kurangnya pemahaman mengenai persamaan 

dan perbedaan hukum perdata terkait anak hasil perkawinan siri, agar masyarakat 

memahami dan berkurangnya permasalahan tersebut. 

Perkawinan siri tidak mempunyai nilai hukum melainkan hanya nilai agama saja, 

sehingga anak siri dianggap sebagai anak tidak sah, sedangkan istri dan anak-anaknya 

tidak mempunyai hak mewaris harta benda. Kejadian ini meninggalkan banyak dampak 

negatif dan seluruh pihak yang terlibat dirugikan. perempuan dan anak-anak mereka. 

Akibat hukumnya pernikahan siri akan timbul apabila perkawinan tersebut tidak 

memberikan jaminan hukum bagi anak. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 yang merupakan kesepakatan ulama yang harus dipatuhi umat Islam untuk 

menjamin keamanan hukumnya. Hal ini juga merupakan manfaat yang sering disebutkan 
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dalam penilaian reformasi hukum menurut (Agustina, 2015). Dengan demikian, anak siri 

juga tidak mempunyai hak waris dari bapaknya, oleh karena itu pembagian dalam Islam 

telah diabadikan dalam Al-Qur'an sehingga tidak dapat diwariskan. Sebelum membagi 

harta warisan menurut pemberitahuan. (asution,2012). 

Hak keperdataan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap individu, sebagaimana 

dalam Pasal 3 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiada suatu hukuman yang 

mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak kewargaan Pokok-pokok hak 

dapat dibedakan yaitu : 

a. Hak Mutlak Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang 

untuk melakukan sesuatu perbuatan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga,sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak 

mutlak dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu: a. Hak asasi manusia, misalnya: Hak 

seseorang dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara. 

b. Hak publik mutlak, Misalnya: Hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya 

c. Hak Keperdataan, Misalnya: Hak materil (hak suami menguasai istrinya dan harta 

istrinya), Hak kekuasaan orang tua (Ouderlijke Macht),Hak perwalian (Voogdij), Hak 

Pengampuan (Curatele). 

Selain itu Akibat hukum dalam pernikahan siri, istri tidak dianggap sebagai istri 

yang sah dan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mempermasalahkan pembagian 

warisan jika suami meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta perkawinan karena secara 

hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada. Tidak hanya secara hukum, akibat dari 

nikah siri juga bersifat sosial, antara lain akan sulitnya perempuan berintegrasi ke dalam 

masyarakat karena pada umumnya nikah siri terjadi setelah melakukan hubungan seksual 

secara tidak sah, tanpa menikah atau dianggap sebagai kekasih. Adapun Urban (1999) 

menegaskan: Ketidakjelasan status anak di hadapan hukum menyebabkan terbentuknya 

konflik antar ayah dan konflik yang berkaitan dengan hubungan biologis anak dengan 

pemerintah. Biaya hidup, pendidikan, pendapatan dan warisan seorang anak bukanlah 

haknya. 

Sebab dalam hukum anak siri disebut anak tidak sah. Oleh karena itu, anak siri 

hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, 

sehingga tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Pasal 42 Undang-

Undang۟Nomor۟1۟Tahun۟1974۟mengatur۟bahwa۟“anak۟yang۟lahir۟dari۟perkawinan۟yang۟sah۟

dianggap۟sebagai۟anak۟yang۟sah”.۟anak-anak.”۟Maka۟anak۟yang۟di۟ lahirkan۟di۟orang۟ tua۟

yang melakukan perkawinan sesui syarat dan syariat yang di tentukan dalam agamanya 

masing masing, dan juga ternyata dalam hukum. Dimana orang tuanya itu memiliki akte 

nikah sebagai buktinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, peraturan pelaksanaan undang- undang ini tidak mengatur tentang status 

anak. Usai diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/2010 terkait 

perkara anak yang tinggal di luar negeri, pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 

tentang۟ Perkawinan۟ mengatur۟ bahwa۟ “keadaan۟ anak۟ yang۟ tinggal۟ di۟ luar۟ perkawinan۟

perseorangan akan dikelola secara lebih ketat di dalam Pemerintah. Witanto (2012) 

menjelaskan: Mengenai pemutusan hubungan perdata dengan laki-laki yang menurut bukti 

ilmu pengetahuan, teknologi dan cara-cara hukum lainnya dapat dibuktikan mempunyai 

hubungan biologis dengan ayahnya. meminta. Oleh karena itu, hendaknya ayat tersebut 

berbunyi:۟“Anak۟siri۟mempunyai۟hubungan۟keperdataan۟dengan۟ibu۟dan۟keluarganya serta 

dengan laki-laki yang menjadi bapaknya dan dapat dibuktikan mempunyai hubungan 

darah,۟ termasuk۟ hubungan۟ keperdataan.”۟ dengan۟ keluarga۟ ayah۟ berdasarkan۟ ilmu۟

pengetahuan, teknologi, dan/atau perangkat hukum lainnya. 
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Setelah anak itu dilahirkan pihak orang tuanya datang ke kantor sipil agar anak 

tersebut dapat memiliki akta kelahiran. Untuk pembuatan akte kelahiran orang tuanya 

harus menyertakan buku nikah dan juga akta perkawinan dari orang tua sebagi bukti 

bahwa anak tersbut di lahirkan dari orang tua tersebut. Karena anak yang lahir dari 

perkawinan tidak sah tidak mempunyai akibat hukum, maka mereka tidak dapat menuntut 

hak apapun. 

Adapun akibat dari Membagi harta waris kepada anak yang lahir dari perkawinan 

tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum perdata. Akibat hukum peralihan harta warisan 

dalam keadaan ahli waris masih hidup berdasarkan KUH Perdata. 

Dengan tujuan untuk memahami akibat hukum peralihan harta waris dalam keadaan 

ahli waris masih hidup berdasarkan KUH Perdata. Penelitian ini menitikberatkan pada 

penafsiran normatif, pasal ini membahas mengenai Pasal 830 yang dengan jelas 

menyatakan bahwa adanya ahli waris adalah karena pewarisnya meninggal dunia, karena 

syaratnya harta warisan dapat dibagi setelah orang tersebut meninggal dunia. Pewaris atau 

ahli waris meninggal dunia, hal ini dijelaskan dalam Pasal 830 KUH Perdata, pada 

dasarnya jika pewaris masih hidup maka harta nya belom bisa di wariskan kepada 

siapapun dan penelitiannya tidak bisa di lakukan . maka dari itu akan menimbulkan akibat 

hukum jika harta waris di bagikan jika orangnya masih belum meninggal dan terbatal 

secara otomatis. Karena ini di sebut palsu dan tidak memiliki kekuatan apapun. 

Hal ini mempunyai akibat hukum bagi pewaris. Yaitu keluarga yang ditinggalkan 

oleh pewaris sedangkan pewaris tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak ada. 

Syariffudin (2005) Menjelaskan dalam KUHPerdata dalam Buku Kesatu Bab XVIII 

mengenai jika seseorang tidak dapat hadir saat pembagian harta waris pada pasal 463 

karena orang itu tidak di ketahui hidup atau meninggal. Jika orang tersebut tidak hadir 

dalam pembagian waris maka bisa di ganti dengan ahli waris pengganti yang di jeaskan 

dalam pasal 468 KUHPerdata menyebutkan orang yang tidak hadir dalam pembagian harta 

waris maka kedudukannya akan di ganti oleh istri atau suami bisa juga nak dari si pewaris 

yang tidak hadir dan juga keluarga dari si pewaris.karena dari permasalahan ini dapat 

menimbulkan akinat untuk ahli waris yang tidak di ketahui tempatnya dan apakah orang 

tersebut sudah meninggal atau masih hidup.tetapi jika suatu saat orang itu hadir datang 

kembali orang tersebut masih bisa menerima harta warisan yag di berikan kepadanya. 

Hukum Perdata/KUHPerdata (Burgerlij k Wetboek/BW) merupakan sumber 

ketentuan yang digunakan dalam hukum perdata Indonesia yang ada sekarang. Karena 

hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan dalam KUHperdata 28, maka KUH 

Perdata memuat ketentuan hukum tentang Benda. Ada empat golongan ahli waris dalam 

sistem pewarisan BW, yaitu ahli waris golongan I, golongan II, golongan III, dan 

golongan IV. Hak-hak ahli waris meliputi kebebasan berpikir, kemampuan menerima 

warisan secara penuh dan tanpa syarat, kemampuan menerima warisan dengan batasan 

atau dengan dokumentasi, dan kemampuan menolak warisan sama sekali. 

Pasal 830 BW menyebutkan bahwa pewarisan hanya diperbolehkan dalam hal 

meninggal dunia. Ketentuan dalam Pasal 874 BW mengatur bahwa segala harta warisan 

orang yang meninggal adalah sah menjadi milik saudara, baik dibuat wasiat maupun tidak, 

dan disita setelah dilakukan pemeriksaan yang sah. Dengan demikian, BW membedakan 

dua macam warisan. Hukum Tanpa adanya wasiat maka pewarisan awal dikenal dengan 

Hukum Waris ab intestato dan Hukum Testamentair erfrecht, sering dikenal sebagai 

hukum waris, mengacu pada warisan kedua. Dan terlihat bahwa hukum waris Islam 

membedakan dua macam ahli waris: 
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1) Ahli waris Nasabiyah, atau ahli waris yang hubungan keluarganya bermula dari 

hubungan darah. Dengan demikian, nasab menggambarkan hubungan kekeluargaan 

antara ahli waris dan 

2) Ahli waris Sababiyah, yaitu hubungan pewarisan yang dihasilkan dari perkawinan 

yang sah dan emansipasi seorang budak atau dari perjanjian tolong-menolong. 

berikut: dijelaskan sebagai berikut. Enam macam persentase yang berbeda dapat 

diidentifikasi berdasarkan ketentuan tegas dalam Al-Qur'an surat an-Nisa tentang 

pembagian warisan dalam Islam. warisan itu dibagi-bagi, dengan pihak-pihak tertentu 

mendapat setengah (1/2), seperempat (1/4), Enam (1/6), Sepertiga (1/3), Seperdelapan 

(1/8), dan Dua Pertiga (2/3)(Lubis & Simanjuntak, 2008). 

Surat An Nisa ayat 7 : 

دنِ۟ ا ترََكَ۟ هِممَا ب أي نَصِ۟ هِرجَالِ۟ لِل  َ ََ ََ۟ وَا ألوَالِ ءِ۟ أونَۖ۟ أقرَبُ۟ أل  دنِ۟ ا ترََكَ۟ هِممَا ب أي نَصِ۟ وَلِلنهِسَاۡ   َ ََ  وَا ألوَالِ

ََ۟ أوضًا مَفأرُ۟ أيبًا نَصِ۟ ۟ۗكَثرَُ۟ أو اَ۟ أنهُ۟ مِ۟ قَلَ۟ مِمَا أونَ۟ أقرَبُ۟ أل   

”Menurut۟bagian۟yang۟telah۟ditetapkan,۟“39(Q.S.۟An-Nisa’():۟)”۟menyatakan۟bahwa۟

laki-laki berhak mendapat bagian dalam harta warisan dari ibu, ayah, dan sanak 

saudaranya, dan perempuan berhak mendapat bagian ( juga) dalam harta warisan orang tua 

dan۟sanak۟saudaranya,۟baik۟sedikit۟maupun۟banyak.” 

Surat An Nisa ayat 11 : 

كُ۟ اَ۟ أيٓ فِ۟ هالل۟  أيكُمُ۟ أوصِ۟ يُ۟ َِ َُ۟ ا هظ ِ۟حَ۟ مِثألُ۟ لِلذكََرِ۟ أم أولَد  ءً۟ كُنَ۟ أن فَاِ۟ ۟ۚنِ۟أي أنثيََ۟ أل   ثلُثُاَ فَلهَُنَ۟ أينِ۟ اثأنتََ۟ أوقَ۟ فَ۟ نسَِاۡ 

وَ۟ ۟ۗأصفُ۟ النِه فَلهََا وَاحِدةًَ۟ أت كَانَ۟ أن وَاِ۟ ۟ۚترََكَ۟ مَا ََ ََ وَلَد۟ لهَ۟  كَانَ۟ أن اِ۟ ترََكَ۟ مِمَا الس دسُُ۟ مَاهِمنأهُ۟ وَاحِد۟  هِل لِكُ۟ أيهِ۟ وَلِب   

Mengenai pembagian warisan di antara keturunanmu, Allah telah memerintahkan 

(mengamanatkan) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. 

Selain itu, jika diantara anak-anak tersebut terdapat lebih dari dua orang perempuan, 

maka bagian mereka dari sisa harta adalah dua pertiganya. 

Klausul pada paragraf sebelumnya menjadi landasan. Indikator utama yang 

menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam Islam juga 

merupakan hal yang menjadikannya diakui secara hukum Islam menyatakan bahwa 

perempuan adalah subjek hukum, mempunyai hak dan kewajiban. Bukan pada masa 

jahiliah, ketika perempuan dipandang sebagai benda mati yang mungkin diwariskan dari 

generasi ke generasi. Sebagai indikasi yang lebih nyata bahwa Islam mengakui perempuan 

sebagai subjek yang sah dalam beberapa situasi. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang 

menjelaskan mengapa individu tertentu mempunyai banyak atau sedikit hak waris. 

Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik orang yang meninggal kepada 

ahli warisnya dikenal dengan istilah pewarisan. Dengan kata lain, warisan disebut juga 

fara'idh, yaitu sejumlah tertentu yang dibagikan kepada semua penerima yang berhak 

sesuai dengan hukum Islam. 16 Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa ayat 33, merupakan 

sumber hukum yang menjadi landasan dalam persoalan waris: 

دنِ۟ ا ترََكَ۟ مِمَا مَوَالِيَ۟ ألنَا جَعَ۟ ه ل وَلِكُ۟  َ ََ ََ۟ وَا ألوَالِ اتُ۟ أم ايَأمَانكُُ۟ أت عَقَدَ۟ أينَ۟ وَالَذِ۟ ۟ۗأونَ۟ أقرَبُ۟ أل   َ ََ  نَصِ۟ أم أوهُ۟ فَ

لى كَانَ۟ هالل۟  اِنَ۟ ۟ۗأم أيبَهُ۟  َ ََ أيداً۟ شَهِ۟ أيء۟  شَ۟ هِل كُ۟ عَ  

Kami juga telah menetapkan ahli waris bagi masing-masing (laki-laki dan 

perempuan) untuk mewarisi dari orang tua dan keluarga dekatnya. Dan bagikanlah 

bagianmu kepada orang-orang yang telah kamu janjikan kesetiaannya. 

Adapun Hadits Ke-43 dari Jamiul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab 

۟عَبَ۟ أبنِ۟ ا عَنِ۟ َ۟ الفَرائِضَ۟ ألحِقوُا أَ۟ وَسَلَمَ۟ عَليَأهِ۟ الُله صَلىَ الِله أولُ۟ رَسُ۟ قَالَ۟ :قَالَ۟ أنهُمَا عَ۟ الُله رَضِيَ۟ اس   أبقتَِ۟ أَ۟ فمََا أهلِها، بأ

ََ۟ الفَرائِضُ۟ َِ ذكََر۟  رَجُل۟  أولى فَلِ  

م۟ أسلِ۟ وَمُ۟ البخَُارِي۟  خَرَجَهُ۟  

Menurut۟Ibnu۟‘Abbas۟radhiyallahu۟‘anhuma,۟Rasulullah۟salallaahu۟‘alaihi۟wa۟sallam۟

bersabda,۟“Berikanlah۟sebagian۟harta۟warisan۟kepada۟ahli۟waris,۟selebihnya۟menjadi۟milik۟



 
 
 
 

278 
 
 

orang۟ yang۟ paling۟ dekat۟ dengan۟ almarhum.”۟ (HR.۟ Bukhari,۟ no.۟ 6746۟ dan۟Muslim,۟ no.۟

1615) yang telah dijelaskan Al-Qur'an dalam beberapa ayat. 

Hukum Islam menawarkan Ayat lain dalam hukum Islam menyatakan bahwa 

seorang anak dapat dianggap mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya apabila ia 

dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Artinya seorang anak dapat dianggap mempunyai 

hubungan hukum dengan bapaknya. 

Hukum waris mengatur bagaimana harta warisan dialihkan kepada ahli waris dalam 

Islam. Menurut hukum Islam, ada tiga permasalahan utama dalam pewarisan ini. Masalah 

pertama adalah dua hal lainnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini meliputi meninggalnya 

seseorang, tersedianya harta warisan, dan adanya ahli waris yang berhak menerima 

warisan. Ketentuan tertentu mengenai siapa ahli waris yang berhak menerima warisan dan 

siapa yang tidak diketahui ada dalam hukum Islam. 

Menurut hukum Islam, ada empat alasan mengapa seseorang boleh mewarisi. Yang 

pertama adalah jika mereka menikah dengan almarhum. Kedua, karena hubungan 

kekeluargaan dengan orang yang meninggal, baik melalui ibu, ayah, kakek, nenek, dan 

sebagainya. Ketiga, karena dia membebaskan orang yang meninggal tersebut. Keempat, 

dalam kaitannya dengan umat Islam lainnya. Sementara itu, ada tiga faktor pembunuhan 

ahli waris, perbedaan keyakinan agama, dan perbudakan yang menghalangi ahli waris 

untuk mewarisi. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan yang di bahas diatas dapat di simpulkan sebagai 

berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap anak sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 

Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Alangkah baiknya orang 

tuanya melakukan istbat nikah, atau pihak ayah melakukan pengakuan dan membuat 

identitas kelahiran tanpa harus mencantumkan nama ayah nantinya. Perkawinan siri 

menurut hukum Islam anak berhak mendapatkan perlindungan karena orang tuanya 

sudah melakukan perkawinan secara sah, anak siri mempunyai kedudukan yang 

sangat penting tentang pewarisan. Harta waris dibagikan secara merata, tetapi berbeda 

dengan hukum Islam bagian anak perempuan yaitu ½ jika ia tidak mempunyai saudara 

tetapi۟ jika۟ anak۟ perempuan۟ itu۟ mempunyai۟ saudara۟ maka۟ akan۟ menerima۟ ⅔harta۟

warisan. untuk anak laki laki akan menerima sisa harta yang sudah dibagikan untuk 

keluarga lainnya. 

2. Akibat hukum perkawinan siri tidak mempunyai jaminan hukum terhadap anak. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembagian warisan anak perkawinan siri 

dilaksanakan menurut ketentuan hukum perdata. Syarat pembagian warisan setelah 

ahli waris meninggal dunia ditentukan dalam Pasal 830 KUH Perdata. jika pewaris 

masih hidup maka hartanya belum bisa di wariskan kepada siapapun. Akan 

menimbulkan akibat hukum jika harta waris dibagikan jika orangnya masih hidup dan 

terbatal otomatis. Karena ini di sebut palsu dan tidak memiliki kekuatan apapun. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak 

siri tidak mempunyai hubungan hak keperdataan dengan ayah kandungnya sepanjang 
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dapat dibuktikan, agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang 

lahir dari perkawinan tidak dicatatkan. Bukti-bukti tersebut berfokus pada pembelaan 

hak- hak anak, dan tampaknya tidak valid apakah orang tuanya menikah atau tidak. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan mengenai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada masyarakat melakukan isbat nikah, apabila tidak melakukan istbat 

nikah bisa langsung datang ke kantor sipil guna untuk mencatatkan kelahiran anaknya 

supaya dapat memiliki Akta kelahiran tetapi nanti hanya tercantum nama ibunya saja. 

Seharusnya masyarakat juga membekali diri terhadap pengetahuan tentang warisan, 

sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, dengan cara 

musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses 

Pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga. Meskipun perkawinan 

semacam itu sah di mata agama, namun perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum 

negara. Akan lebih baik bagi masyarakat untuk mencegah pernikahan yang tidak 

dilaporkan antara perempuan dan suami. 

2. Karena banyaknya perkawinan siri (tidak tercatat secara hukum) yang terjadi di 

Bangkalan sehingga menimbulkan banyaknya dampak oleh karna itu disarankan 

kepada pemerintah agar adanya upaya preventif yang di lakukan oleh pihak dari 

pemerintah dan juga aparat yang berhubungan seperti legislatif, praktisi, aparat 

hukum, toko agama, aparat KUA perangkat desan dan lain sebangainya. Serta perlu 

adanya sosialisi yang berkaitan dengan perkawin yang sah menurut hukum negara dan 

agama agar masa depan perkawinannanya mendapat kepastian hukum dan anak 

dilahirkan dapat memiliki kekuatan untuk hak haknya. Sebagai bentuk kewajiban 

ayah terhadap anak yang lahir akibat perbuatannya, hendaknya anak luar nikah tetap 

dapat mewarisi ayahnya melalui hibah wasiat. Hibah wasiat dapat dilakukan oleh 

ayah sebelum meninggal dunia, dengan syarat jumlah bagiannya tidak lebih dari 

sepertiga harta warisan sesuai deng an Pasal 210 KHI. 
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